PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Menimbang

Mengingat

REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PER.03 /MEN / 1V /2011
TENTANG
STANDAR PELAYANAN MINIMUM

BALAI BESAR LATIHAN KERJA INDUSTRI SERANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

a.

REPUBLIK INDONESIA,

bahwa dalam rangka meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas
pelayanan serta untuk memenuhi Peraturan Pemerintah Nomor
23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum dan Ketentuan Pasal 3 huruf e dan Pasal 8 Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 07/PMK.02/2006 tentang Persyaratan
Administratif dalam Rangka Pengusulan dan Penetapan Satuan
Kerja Instansi Pemerintah untuk Menerapkan Pola Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum, maka perlu menetapkan
Standar Pelayanan Minimun Balai Besar Latihan Kerja Industri
Serang;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Menteri;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4502);

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem
Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4637);

Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 20009;
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Menetapkan

10.

11.

12.

13.

14.

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
36/KEP/M.PAN/2003 tentang Jabatan Fungsional Instruktur dan
Angka Kreditnya;

Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.
225/MEN/2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga
Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor
PER.16/MEN/V/2006;

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor
PER.O6/MEN/I1I/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit
Pelaksana Teknis di Lingkungan Departemen Tenaga Kerja dan
Transmigrasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor
PER.16/MEN/VII/2007;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 07/PMK.02/2006 tentang
Persyaratan Administratif dalam Rangka Pengusulan dan
Penetapan Satuan Kerja Instansi Pemerintah untuk Menerapkan
Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor
PER.17/MEN/VII/2007 tentang Tata Cara Perizinan dan
Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja;

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor
PER.21/MEN/X/2007 tentang Tata Cara Penetapan Standar
Kompetensi Kerja Nasional Indonesia;

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor
PER.0O8/MEN/V/2008 tentang Tata Cara Perizinan dan
Penyelenggaraan Pemagangan di Luar Negeri;

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor
PER.22/MEN/IX/2009 tentang Penyelenggaraan Pemagangan di
Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 339);

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor

PER.12/MEN/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMUM BALAI BESAR
LATIHAN KERJA INDUSTRI SERANG.
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BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1.

Standar Pelayanan Minimum, yang selanjutnya disingkat SPM, adalah spesifikasi
teknis tentang tolak ukur layanan minimum yang diberikan oleh Balai Besar
Latihan Kerja Industri Serang kepada masyarakat.

Pelatihan kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh,
meningkatkan serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin,
sikap dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan
jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan.

Pelatihan instruktur adalah peningkatan kemampuan instruktur melalui pelatihan
yang diberikan kepada para pejabat yang melaksanakan kegiatan pelatihan dan
pembelajaran kepada peserta pelatihan kerja di bidang atau kejuruan tertentu.

Pelatihan teknisi adalah peningkatan kemampuan melalui latihan kerja yang
dilaksanakan secara berjenjang dan terpadu antara program pelatihan teknis
kejuruan dengan program pendidikan formal tingkat akademi (Diploma 3) untuk
memperoleh sertifikat keterampilan/keahlian dan gelar akademis.

Pelayanan jasa adalah usaha melayani atau memberikan sesuatu yang diperlukan
orang lain.

On Job Training, yang selanjutnya disebut OJT, adalah pelatihan di tempat kerja
dalam proses produksi/jasa untuk memantapkan hasil pelatihan teori dan praktik
sesuai kejuruan di Lembaga Pelatihan Kerja.

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

SPM mempunyai tujuan:

a. mewujudkan penyelenggaraan pelayanan yang prima sesuai dengan harapan dan

kebutuhan baik pemberi maupun penerima pelayanan;

b. memberikan informasi kepada public tentang ketentuan minimum pelayanan yang

dilaksanakan oleh Balai Besar Latihan Kerja Industri Serang.

BAB Il
STANDAR PELAYANAN

Pasal 3

(1) SPM memuat jenis pelayanan dan panduan operasional SPM.

(2) SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran | dan

Lampiran Il yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri
ini.
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BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 4
Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas melakukan pembinaan dan
pengawasan pelaksanaan SPM dengan mengikutsertakan organisasi profesi terkait
serta unit pengawasan interen dan instansi lain yang berkompeten sesuai tugas dan
fungsi masing-masing.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri ini diundangkan dengan
penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 19 April 2011

MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,

Drs. H. A. MUHAIMIN ISKANDAR, M.Si.
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 19 April 2011
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 228
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